
 

 

 

GUBERNUR SUMATERA UTARA 

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA 

NOMOR 1 TAHUN 2026 

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2026 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR SUMATERA UTARA, 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (1)    

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019                

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa 

Kepala Daerah   wajib mengajukan rancangan Perda 

tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen 

pendukung..kepada..DPRD..untuk.. memperoleh persetujuan 

bersama antara Kepala Daerah dan DPRD; 

  b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan 

perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 

2026 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD  

serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah 

disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 

29 Oktober 2025; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2026; 

 

 

SALINAN 
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Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6856); 

  3. Undang-Undang   Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah  

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757); 

  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi 

Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6864); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 

tentang  Pedoman Penyusunan  Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);  

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA 

dan 

GUBERNUR SUMATERA UTARA 

 

 



- 3 - 
 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 

ANGGARAN 2026. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 

otonomi  dan  tugas  pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan  Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Kepala Daerah  yang selanjutnya disebut Gubernur  adalah Gubernur 

Sumatera Utara. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 

adalah rencana  keuangan  tahunan  daerah  yang  ditetapkan dengan 

peraturan daerah. 

6. Pendapatan  Daerah  adalah  semua  hak Daerah yang diakui sebagai 

penambah  nilai  kekayaan  bersih  dalam  periode  tahun  anggaran  berkenaan. 

7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah. 

8. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah. 

9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui 

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran 

berkenaan. 

10. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau 

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan 

maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 
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Pasal 2 

APBD Tahun Anggaran 2026 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan 

pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut: 

a. pendapatan Rp. 11.664.120.278.493,00 

b. belanja Rp. 11.678.615.823.161,00 

  Surplus/(Defisit)  (Rp. 14.495.544.668,00) 

c. pembiayaan  

 1. Penerimaan Rp. 64.495.544.668,00 

 2. Pengeluaran Rp. 50.000.000.000,00 

  Pembiayaan Netto  Rp. 14.495.544.668,00 

 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun  

 Berkenaan     Rp. 0,00 

 

Pasal 3 

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp.11.664.120.278.493,00 yang 

bersumber dari : 

a. pendapatan asli daerah; 

b. pendapatan transfer; dan 

c. lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

 

Pasal 4 

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a 

direncanakan sebesar Rp.6.967.065.771.493,00, yang terdiri atas : 

  a. pajak daerah; 

  b. retribusi daerah; 

  c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 

  d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;  

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 

sebesar Rp.6.235.026.929.285,00. 

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b  direncanakan 

sebesar Rp.243.205.558.747,00. 

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana 

 dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar 

 Rp.407.873.511.470,00. 

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang dipisahkan sebagaimana 

 dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.80.959.771.991,00. 
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Pasal 5 

Pendapatan  transfer  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 3 huruf b 

direncanakan sebesar Rp.4.682.254.507.000,00, yang terdiri atas Pendapatan 

transfer pemerintah pusat. 

 

Pasal 6 

(1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam 

 Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.14.800.000.000,00, yang terdiri 

 atas: 

  a. pendapatan hibah; 

 b. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

(2) Pendapatan  hibah  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp.6.300.000.000,00. 

(3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) huruf b direncanakan 

sebesar Rp.8.500.000.000,00. 

 

Pasal 7 

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar 

Rp.11.678.615.823.161,00, yang terdiri atas: 

a. belanja operasi; 

b. belanja modal; 

c. belanja tidak terduga; dan 

d. belanja transfer. 

 

Pasal 8 

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan 

sebesar Rp.7.351.289.395.799,90, yang terdiri atas: 

a. belanja pegawai; 

b. belanja barang dan jasa; 

c. belanja hibah; 

d. belanja bantuan sosial. 

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 

sebesar Rp.3.568.393.337.232,88. 

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp.2.980.482.917.139,02. 
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(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan 

sebesar Rp.779.039.064.133,00. 

(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

direncanakan sebesar Rp.23.374.077.295,00. 

 

Pasal 9 

(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan 

sebesar Rp.2.267.226.510.268,10, yang terdiri atas: 

a. belanja modal tanah; 

b. belanja modal peralatan dan mesin; 

c. belanja modal gedung dan bangunan; 

d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; 

e. belanja modal aset tetap lainnya; 

f. belanja modal aset lainnya 

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp.2.879.746.000,00. 

(3) Belanja  modal  peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b direncanakan sebesar Rp.333.458.783.092,04. 

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c direncanakan sebesar Rp.206.167.456.003,06. 

(5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf d direncanakan sebesar Rp.1.589.329.873.624,00. 

(6) Belanja modal  aset  tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

e direncanakan sebesar Rp.132.601.621.549,00. 

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f 

direncanakan sebesar Rp.2.789.030.000,00. 

 

Pasal 10 

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c 

direncanakan sebesar Rp.70.000.000.000,00, yang terdiri atas belanja tidak 

terduga. 

 

Pasal 11 

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d 

direncanakan sebesar Rp.1.990.099.917.093,00, yang terdiri atas : 

a. belanja bagi hasil; dan 

b. belanja bantuan keuangan. 
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(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 

sebesar Rp.1.770.099.917.093,00. 

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp.220.000.000.000,00. 

  

Pasal 12 

Anggaran pembiayaan tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar 

Rp.14.495.544.668,00, yang terdiri atas : 

a. penerimaan pembiayaan; dan 

b. penerimaan pengeluaran. 

 

Pasal 13 

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a 

direncanakan sebesar Rp.64.495.544.668,00, yang terdiri atas sisa lebih 

perhitungan anggaran tahun sebelumnya. 

 

Pasal 14 

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b 

direncanakan sebesar Rp.50.000.000.000,00, yang terdiri atas penyertaan modal 

daerah. 

 

Pasal 15 

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah 

sebesar Rp.14.495.544.668,00. 

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap 

pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.14.495.544.668,00. 

 

Pasal 16 

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah 

dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau 

pengeluaran  melebihi  pagu  yang  ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, 

yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan 

belanja daerah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2026, dengan tata 

cara  terlebih  dahulu  melakukan  perubahan  peraturan  kepala daerah 

tentang Penjabaran APBD dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, 

selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dalam hal 

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak melakukan perubahan APBD. 
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(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 

 a. bencana alam, bencana  non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar 

biasa; 

  b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau 

 c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat  mengganggu kegiatan pelayanan 

publik. 

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

 a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang

 anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; 

  b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; 

  1. belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang 

dibutuhkan secara terus menerus untuk keperluan setiap bulan seperti 

belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, 

tunjangan, serta belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran 

telepon, air, listrik dan internet; 

  2. belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk 

terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar 

masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan 

kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, 

bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan 

tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-

undangan;  

 d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan 

kerugian  yang lebih  besar bagi  Pemerintah  Daerah  dan/atau masyarakat; 

dan/atau 

 e. mendukung  upaya  penanganan  dan penurunan stunting, 

penanggulangan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi antara lain 

menjaga  keterjangkauan harga, daya beli masyarakat, kelancaran 

distribusi  dan  transportasi,  kestabilan  harga  pangan, ketersediaan 

bahan pangan terutama dengan kerja sama antar daerah, memberikan 

bantuan sosial untuk masyarakat yang rentan, serta dalam rangka 

mendukung prioritas nasional atau kebijakan nasional lainnya, dapat 

menggunakan belanja tidak terduga sesuai dengan kebutuhan. 
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Pasal 17 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari: 

1. Lampiran I  Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan 

Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

2. Lampiran II  Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 

3. Lampiran III  Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 

Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis 

Pendapatan,  Belanja, dan Pembiayaan; 

4. Lampiran IV  Rekapitulasi Belanja  Menurut  Urusan  Pemerintahan 

Daerah,  Organisasi,  Program,  Kegiatan Beserta Hasil dan 

Sub Kegiatan Beserta Keluaran; 

5. Lampiran V  Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan 

Keterpaduan  Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi 

Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 

6. Lampiran VI  Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM; 

7. Lampiran VII  Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan APBD; 

8. Lampiran VIII  Sinkronisasi  Program,  Kegiatan  dan Sub Kegiatan pada 

RKPD dan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang APBD; 

9. Lampiran IX  Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program 

Prioritas Provinsi; 

10.  Lampiran X  Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 

11.  Lampiran XI  Daftar Piutang Daerah; 

12.  Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah 

Lainnya; 

13.  Lampiran XIII  Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap 

Daerah dan Aset Lain- Lain; 

14.  Lampiran XIV  Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy years); 

15.  Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan 

16.  Lampiran XVI  Daftar Pinjaman Daerah. 

 

Pasal 18 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan 

operasional pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. 
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Pasal 19 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera 

Utara. 

 
 

Ditetapkan di Medan 

pada tanggal  19 Januari 2026 

GUBERNUR SUMATERA UTARA, 

 

 

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION 

 

Diundangkan di Medan 

pada tanggal 19 Januari 2026 

Pj.SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA, 

 

 

  SULAIMAN HARAHAP 

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2026 NOMOR 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA : (1-15/2026) 

ttd. 

ttd. 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM, 

 
 
 

APRILLA H. SIREGAR 
Pembina Utama Madya (IV/d) 
NIP. 19690421 199003 2 003 

 


